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PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 36 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA 

KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang   : a.  bahwa   dalam   rangka   menyelenggarakan 
pelayanan  publik  dan  untuk  mendekatkan  

pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota 
telah melimpahkan sebagian kewenangan 
kepada Camat berdasarkan Peraturan Wali 
Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota 
Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Daerah; 

 
b.  bahwa berkenaan  dengan 

adanya perkembangan peraturan 
perundang-undangan  dan dalam  rangka 
percepatan  pelaksanaan pelayanan  publik 
serta berdasarkan hasil evaluasi, 
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota; 
 

Mengingat    : 1.  Undang -Undang  Nomor  28  Tahun  1999 

tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan    Bebas    dari    

Korupsi,    Kolusi,  
dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 

tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4866);  
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512); 
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5404); 
 

15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 

tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 222); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan; 
 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 
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